PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan sdah satu fungs mangemen kepegawaian dan ddam upaya
meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Dagrah  Proping  dan  Dagrah
Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong peranan Pegawa Negeri Sipil sebaga sdah satu
unsur perekat dan pemersatu bangsa ddam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dipandang pelu mengaur kembdi ketentuan mengena  wewenang pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawal Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasd 5ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
sebagamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propind Sebaga Dagrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Daam Perauran Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawa Negei Spil Pusat addah Pegawva Negeri Spil yang gginya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen,
Kegaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresdenan, Kantor Menteri Negara
Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisan Negara Republik Indonesia,
Lembaga Pemerintah Non Depatemen, Kesekretariatan Lembaga  Tertinggi/Tinggi
Negara, Badan Narkotika Nasonal, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh
Pgabat srukturd esdon | dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Ingand Vertikd di Daerah Proping/ Kabupaten/Kota,
Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara
lannya

2. Pegawa Negei Sipil Daerah addah Pegawa Negeri Spil yang gginya dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah
Propins/Kabupatern/K ota atau dipekerjakan di luar instang induknya.



3. Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat adaah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Kepresdenan, Kepada Kepolisan Negara, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Depatemen, Pimpinan Kesekretarigtan Lembaga
Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepda Pedaksana Harian Badan Narkotika Nasiond serta
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pgabat strukturd esdon
| dan bukan merupakan bagian dari Depatemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen.

4. Pgabat Pembina Kepegawaan Daerah Proping adaah Gubernur.

5. Pegabat Pembina K epegawaian Daerah Kabupater/K ota adalah Bupati/Walikota.

6. Pgabat yang berwenang addah pgabat yang mempunya kewenangan mengangket,
memindahkan, dan memberhentiken Pegawal Negeri Sipil sesua dengan  ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

7. Pegava Negei Spil yang diperbantukan addah Pegawa Negei Spil yang
melaksanekan tuges di luar ingans induknya yang gajinya dibebankan pada ingtans
yang menerima perbantuan.

8. Pangkat adadah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawa Negeri Sipil
berdasarkan jabatannya daam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagal
dasar pengggjian.

9. Golongan ruang adadah golongan ruang ggi pokok sebagamana disur ddam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ggi Pegawa Negeri
Spil.

10. Jabatan srukturad adadah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang Pegawa Negeri Sipil ddam rangka memimpin suatu
Satuan organisas negara.

11. Jebatan fungsond adadah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang Pegawa Negeri Sipil ddam rangka menjaankan tugas
pokok dan fungs keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisas.

BAB II

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2
(1) Pgabat Pembina K epegawaian Pusat menetapkan :
a. pengangkatan Caon Pegawa Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan
b. pengangkatan menjadi Pegawal Negeri Spil Pusat bagi Cadon Pegawa Negeri
Sipil Pusat di lingkungannya, kecudi yang tewas atau cacat karena dinas.
(2) Pgabat sebagamana dimaksud ddam ayat (1), dapat menddegaskan wewenangnya
atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya

Pasad 3
(1) Pegabat Pembina Kepegawaian Daerah Proping atau Kabupaten/ Kota menetapkan :
a. pengangkatan Calon Pegawa Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;
b. pengangkatan menjadi Pegawa Negeri Sipil Daerah bagi Cadon Pegawa Negeri
Sipil Daerah di lingkungannya, kecudi yang tewas atau cacat karena dinas.
(2) Pgabat sebagaimana dimeksud dalam ayat (1), dapat mendelegaskan wewenangnya
atau memberikan kuasa kepada pegabat lain di lingkungannya.

Pasd 4
(1) Kepda Badan Kepegawaian Negara menetgpkan pengangkatan menjadi  Pegawai
Negeri Spil bagi Caon Pegawa Negeri Sipil Pusat dan Cdon Pegawa Negeri Sipil
Daerah yang tewas atau cacat karena dinas.
(2) Pgabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegaskan atau memberi
kuasa kepada pejabet lain di lingkungannya.



BAB Il
KENAIKAN PANGKAT

Pasa 5

(1) Presden menetapkan kenaikan pangkat Pegawa Negeri Spil Pusat dan Pegawa
Negeri Spil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang 1V/c,
Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang
IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara

(2) Kenaikan pangkat sebagamana dimaksud ddam ayat (1) digukan secara tertulis
kepada Presiden, oleh :
a. Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Proping; dan

b. Pegabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melaui Gubernur.

(3) Pengguan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ddam ayat (2), tembusannya
disampaikan kepada K epala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6
(1) Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawa Negeri
Spil Pusat dan Pegawa Negeri Spil yang diperbantukan di lingkungannya untuk
menjadi Juru Muda Tingkat |1 golongan ruang I/b sampa dengan Pembina Tingkat |
golongan ruang IV/b.
(2) Pgabat sebagamana dimeksud dadam ayat (1) dapat menddegaskan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya.

Pasa 7

(1) Pgabat Pembina Kepegawaian Dagrah Propind menetapkan kenaikan pangkat
Pegawa Negeri Spil Dagrah Proping dan Pegawa Negeri Sipil yang diperbantukan
di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat | golongan ruang I/b sampa
dengan Pembina Tingket | golongan ruang IV/b.

(2) Gubernur  menetapkan  kenalkan pangkat Pegawa  Negeri  Spil Daerah
Kabupate/Kota dan Pegawa Negeri Sipil yang diperbantukan di  lingkungan
Pemerintah Dagrah Kabupate/ Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a
dan Pembina Tingkat | golongan ruang 1V/b.

(3) Pgabat sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dapat mendde-gaskan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya.

Pesal 8
(1) Pgabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan
pangkat Pegawa Negeri Sipil Daerah dan Pegawa Negeri Sipil yang diperbantukan
d lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat | golongan ruang I/b sampa
dengan Penata Tingkat | golongan ruang 111/d.
(2) Pgabat sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dapat mendde-gaskan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya

Pasal 9
Pgabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud ddam Pasa 6,
Pasd 7, dan Pasd 8 dikecudikan daam penetgpan kenaikan pangkat anumerta dan
kenalkan pangkat pengabdian.

Pasal 10
(1) Kepda Badan Kepegawaian Negara menetapkan kenalkan pangkat anumerta dan
kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawa Negeri Spil Pusat dan Pegawa Negeri
Spil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat 1 golongan ruang I/b sampa dengan
Pembina Tingkat | golongan ruang 1V/b.
(2) Pgabat sebagamana dimaksud ddam aya (1), dgpat mendelegaskan wewenangnya
atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya



BAB IV
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasa 11
Presden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawa Negeri
Spil ddam dan dari jabatan druktura esdlon |, jabatan fungsond Jenjang Utama atau
jabatan lan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi  wewenang
Presiden, kecudi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegabat  struktura
esdlon | di lingkungan Pemerintah Daerah Proping.

Pasal 12

(1) Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawa Negeri Sipil Pusat di lingkungannya ddam dan dari jabatan
druktura esdon 1l ke bawah aau jabatan fungsond yang jenjangnya setingkat
dengan itu.

(2) Pgabat scbagamana dimeksud ddam ayat (1) dapat mendelegaskan sebagian
wewenangnya aau memberikan kuasa kepada pegabat lain dilingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawa Negeri Sipil
daam dan dari jabatan struktura esdlon 11l ke bawah dan jabatan fungsiona yang
jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 13

(1) Pegabat Pembina K epegawaian Daerah Propins menetapkan :

a. pengangkatan Sekretaris Dagrah Propind setddah mendapat  persetujuan  dari
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proping;

b. pemberhentian Sekretaris Daerah Proping;

C. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegava Negeri Sipil ddam dan
dari jabatan strukturd esdlon Il ke bawah dan jabatan fungsond yang jenjangnya
setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Proping.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dagrah Proping  sebagaimana dimaksud
ddam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan satdah berkonsultas secara tertulis dengan
Menteri Dalam Negeri.

(3) Cdon Sekretaris Dagrah Proping yang akan dikonsultaskan untuk diangkat dalam
jabatan Sekretaris Daerah Proping sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf a,
harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan strukturd.

(4) Konsultas pengangkatan Sekretaris Dagrah sebagaimana dimaksud dadam ayat (2),
dilakukan sebdlum Pgabat Pembina Kepegawaian Daerah Propind  menggjukan
permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Konaultas pengangkatan Sekretaris Daerah Propind sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) dilakukan secara tertulis dengan menggukan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang calon dari Pegawa Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(6) Hasll konsultas sebagaimana dimeksud ddam ayat (2) dan (4) disampaikan secara
tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.

(7) Pgabat sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dapa mendedegaskan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawa Negeri Sipil di
Propind ddam dan dari jabatan strukturd esdon Il ke bawah dan jabatan fungsiond
yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 14
(1) Pgabat Pembina Kepegawaian Dagrah K abupaten/K ota menetapkan :
a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat  persetujuan
dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K abupaten/K ota;
b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/K ota;



C. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawa Negeri Sipil ddam dan
dari jabatan drukturd esdon Il di lingkungan Pemerinteh  Daerah
Kabupaten/Kota;

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawa Negeri Sipil ddam dan
dai jabatan drukturd esdon Il ke bawah dan jabatan fungsond yang
jenjangnya setingkat dengan jabatan srukturd esdon 1l ke bawah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dagrah Kabupaten/ Kota dan peabat
gruktural esdon 11 sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) huruf a hurdf b, dan huruf
c, dilakukan setelah berkonsultas secaratertulis dengan Gubernur.

(3) Cdon Sekretaris Dagrah Kabupaten/Kota yang akan dikonsultasikan untuk diangkat
ddam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagamana dimaksud ddam ayat
(1) huruf & harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan strukturad.

(4) Konsultas pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dadam ayat (2),
dilakukan sebdum Pgabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
menggukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Pewekilan Rakyat
Daerah Kabupaten/K ota.

(5) Konsultas  pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktura esdon Il sebagaimana dimaksud
dadam aya (2), dilakukan secara tertulis dengan menggukan sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang calon dari Pegawa Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

(6) Hasll konsultas sebagaimana dimeksud daam ayat (2) dan (5) disampakan secara
tertulis oleh Pgabat Pembina Kepegawaian Daerah Proping.

(7) Pgabat sebagamana dimaksud dadam ayat (1) dapat mendedegaskan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya untuk
menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten/Kota daam dan dari jabatan struktural esdon IV ke bawah dan jabatan
fungsond yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 15
Tata cara konsultas pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dagrah  Proping,
Kabupaten/Kota serta tata cara konsultas pengangkatan dan pemberhentian pejabat
struktura esdon 11 Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasd 13 dan Pasal 14,
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BABV
PEMINDAHAN ANTAR INSTANS|

Pasal 16
(1) KepaaBadan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan :
a. Pegawa Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;
b. Pegawa Negei Spil Pust dan Pegawa Negeri Spil Dagrah antara
Propinsi/K abupatern/K ota dan Departemeny Lembaga;
c. Pegawa Negeri Sipil Dagrah antar Daerah Proping; dan
d. Pegawai Negeri Spil Dagrah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah
Kabupatern/K ota Proping lainnya.
(2) Penetgpan olen Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari indtans yang bersangkutan.
(3) Pgabat sebagamana dimaksud daam ayat (1) dapat mendelegaskan wewenangnya
atau memberikan kuasa kepada pejabat 1ain dilingkungannya.

Pasal 17
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propins menetgpkan pemindahan :
a. Pegawa Negeri Sipil Dagrah antar Kabupaten/K ota dalam satu Proping; dan
b. Pegawa Negeri Sipil Daerah antara Kabupatern/K ota dan Daerah Proping.



(2) Penetagpan oleh Pegabat Pembina Kepegawaian Dagrah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pgabat Pembina
Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.

(3) Pgabat sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya
atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DARI JABATAN NEGERI

Pasal 18
Presden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawa Negeri
Spil yang menduduki jabatan strukturd esdon |, jabatan fungsonad Jenjang Utama atau
jebatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden,
kecuali pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawa Negeri Spil yang
menduduki jabatan strukturd esdon | di lingkungan Pemerintah Daerah Proping.

Pasal 19

(4) Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat menetgpkan pemberhentian sementara  dari
jabatan negeri bagi Pegawa Negeri Sipil Pusat di lingkungannya yang menduduki
jabatan druktura esdon Il ke bawah aau jabatan fungsonad yang jenjangnya
setingkat dengan itu.

(5) Pgabat sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dapat mendedegaskan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya untuk
memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawa Negeri Spil Pusat yang
menduduki jabatan dtruktural esdon 111 ke bawah dan jabatan fungsond yang
jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 20

(1) Pegabat Pembina K epegawaian Daerah Propins menetapkan :

a. pemberhentian sementara Sekretaris Dagrah Proping;

b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawa Negeri Spil di
lingkungannya yang menduduki jabatan sruktura esdon Il ke bawah, dan jabatan
fungsond yang jenjangnya setingkat dengan itu.

(2) Pgabat sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) dapat mende-legaskan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada peabat lain di lingkungannya untuk
memberhentikan sementara dari  jabatan negeri bagi Pegava Negeri Spil di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural esdlon Il ke bawah atau jabatan
fungsond yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 21

(1) Pgabat Pembina Kepegawaian Dagrah Kabupaten/K ota menetapkan :

a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;

b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawa Negeri Spil di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural esdon 1l ke bawah dan jabatan
fungsona yang jenjangnya stingkat dengan itu.

(2) Pgabat sebagamana dimaksud daam ayat (1) dapat mendedegaskan sebagian
wewenangnya aau memberikan kuasa kepada pgabat lan di lingkungannya untuk
memberhentikan sementara dari  jabatan negeri bagi Pegawa Negeri Spil  di
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan sruktura esdon IV dan jabatan fungsiond
yang jenjangnya setingkat dengan itu.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SPIL
ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL



Pasal 22

Presden menetgpkan pemberhentian Pegawal Negeri Spil Pusat dan Pegawa Negeri
Spil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang 1V/c, Pembina
Utama Madya golongan ruang 1VV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 23
(1) Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :
b. pemberhentian Cdon Pegawa Negeri Spil Pusat yang tidek memenuhi syarat
untuk diangkat menjadi Pegawal Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan
c. pemberhentian Pegawa Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingket |
golongan ruang 1V/b ke bawah di lingkungannya
(2) Pgabat sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dapat mendelegaskan sebagian
wewenangnya aau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya, untuk
menetapkan pemberhentian dengan hormat sebaga Cdon Pegawa Negeri Sipil Pusat
dan Pegawa Negeri Spil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat | golongan ruang
[11/d ke bawah.

Pasal 24

(1) Pejabat Pembina K epegawaian Daerah Proping menetapkan :

a. pemberhentian Cdon Pegawa Negeri Sipil Daerah Proping yang tidak memenuhi
syaa untuk diangkat menjadi Pegawa Negeri Spil Dagrah di lingkungannya;
dan

b. pemberhentian Pegawa Negeri Sipil Daerah Proping yang berpangkat Pembina
Tingkat | golongan ruang 1VV/b ke bawah di lingkungannya

(2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang berpangkat Pembina golongan ruang 1V/a dan Pembina Tingkat | golongan
ruang 1V/b.

(3) Pgabat sebagaimana dimeksud daam ayat (1) dgpat mendeegaskan sebagian
wewenangnya aau memberikan kuasa kepada pgaba lan di lingkungan Proping,
untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Caon Pegawa Negeri Sipil
Dagrah Proping dan Pegawa Negeri Spil Dagrah Proping yang berpangkat Penaa
Tingkat | golongan ruang 111/d ke bawah.

Pasal 25

(1) Pgabat Pembina Kepegawaian Dagrah Kabupaten/K ota menetapkan :

a. pemberhentian Cdon Pegawa Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak
memenuhi  syarat untuk diangkat menjadi Pegawa Negeri Spil Daerah di
lingkungannya;

b. pemberhentian Pegawa Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang berpangkat
Penata Tingkat | golongan ruang 111/d ke bawah di lingkungannya.

(2) Pgabat sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dagpat mendelegaskan sebagian
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya, untuk
menetapkan pemberhentian dengan hormat sebaga Cdon Pegawa Negeri  Sipil
Dagrah Kabupaten/Kota dan Pegawa Negeri Spil Dagrah Kabupaten/Kota yang
berpangkat Pengatur Tingkat | golongan ruang 11/d ke bawah.

Pasal 26
Pgabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud ddam Pasa 23,
Pasd 24, dan Pasd 25 dikecudikan daam penetapan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil yang tewas, meninggd dunia, cacat karena dinas, atau mencapal batas usia pensiun.

Pasa 27
(1) Kepda Badan Kepegawaian Negara menetgpkan pemberhentian dan  pemberian
pensun bagi Pegava Negeri Spil Pusat dan Pegawa Negeri Spil Dagrah yang
berpangkat Pembina Tingkat |1 golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggd
dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun.



(2) Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud ddam ayat
(1), termasuk pemberian pensun janda/duda ddam had pensunan Pegawa Negeri
Spil meninggd dunia

(3) Pgabat sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), dgpat mendelegaskan wewenangnya
atau memberi kuasa kepada pgabat lain di lingkungannya.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

(1) Presden meakukan pengawasan dan pengenddian atas pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendaian sebagaimana dimeksud dalam
ayat (1) Presiden dibantu oleh Kepaa Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kepda Badan Kepegawaian Negara ddam melaksanakan pengawasan dan
pengenddian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berkoordinas dengan :
a. Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Instans Pusat;
b. Gubernur untuk Instans Daerah Proping dan Kabupatery Kota di wilayahnya.

Pasal 29
Daam rangka penydenggaraan dan pemdiharaan mangemen informas  kepegawaan,
Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pgabat Pembina Kepegawaian Daerah waib
menyampaikan setigp jenis mutas kepegawaian kepada Kepda Badan Kepegawaian
Negara mengena pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawal
Negeri Spil.

Pasal 30

(1) Pdanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
dapat dikenakan tindakan adminigtratif.

(2) Tindakan adminigratif sebagaimana dimaksud daam ayat (1) berupa:

a. peringaan;
b. teguran;
c. pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.

(3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud daam ayat (2) huruf ¢, mula berlaku
sgak tanggad ditetapkan.

(4) Tindakan adminidretif sebagamana dimaksud ddam ayat (2) dilakukan oleh Kepaa
Badan Kepegawaian Negara, kecudi terhadap keputusan yang ditetgpkan oleh
Presiden.

(5) Pgabat sebagamana dimaksud daam ayat (4) dapa mendelegaskan atau
memberikan kuasa kepada pegabat lain di lingkungannya untuk melakukan tindakan
adminigratif sebagamana dimaeksud ddam aya (2), kecudi atas keputusan yang
ditandatangani oleh Pgjabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31
Kewenangan penjatuhan hukuman digplin dan penilaian prestas kerja Pegawa Negeri
Spil sata kewenangan lain dilaksanakan sesua dengan peraturan  perundang-undangan
yang mengatur masalah tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32
Pendelegasan wewenang atau pemberian kuasa untuk pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawal Negeri Sipil menurut Peraturan  Pemerintah ini, ditetapkan
dengan Keputusan Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat aau Pgabat Pembina
Kepegawaian Daerah.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33
Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawa Negeri Sipil yang ditetapkan
oleh pgabat yang berwenang sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka:

a Perauran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku.

b. Ketentuan pelaksanaan mengena pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegava Negei Spil yang ada sebdum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.
Agar sdtigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 17 Pebruari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
padatanggal 17 Pebruari 2003
SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG KESOWO
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
.NOMOR 9 TAHUN 2003
.TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Ddam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagamana teah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lan
ditegaskan bahwa mangemen Pegava Negeri Spil diarahkan untuk menjamin
penydenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan
berhas| guna

Kebijaksanaan mangemen Pegawal Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepaa
Pemerintahan. Sesua dengan Pasd 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
sbagamana  tdah  diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawa Negeri Sipil dilakukan oleh
Presden. Untuk keéancaran pelaksanaan  pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presden dapa menddegaskan sebagian
wewenangnya kepada Pegabat Pembina Kepegawaian Pusat dan  menyerahkan
sebagian wewenangnya kepada Pegabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesua dengan amanat undang-undang tersebut di atas, maka perlu menyempurnakan
kembdi ketentuan mengenal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Spil.

Untuk kepentingan kedinasan dan sbaga sdah sau usaha untuk  memperluas
pengaaman, wawasan, dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tuges,
dan wilayah kerja bagi Pegawa Negeri Spil terutama bagi yang menjabat pimpinan
dengan tidak merugikan hak kepegawaannya.

Sesua dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, sebagamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 yang antara lain menegaskan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan daya guna
dan hasl guna yang sebesar-besarnya, maka sstem pembinsan karier yang harus
dilaksanakan adalah sstem pembinaan karier tertutup dalam arti negara.

Dengan sdem Kkarier tetutup daam ati negara, maka dimungkinkan perpindahan
Pegawa Negeri Spil dai Departemen/LembagalProping/Kabu-paten/Kota yang satu
ke Depatemen/Lembaga/Propins/Kabupaten/Kota yang lan  aau  sebaiknya,
terutama untuk menduduki  jabatanjabatan yang bersfa mangerid. Hd ini
mengandung pengertian  bahwa sduruh Pegawvai Negeri Sipil merupakan  satu
kesatuan, hanya tempat pekerjaannyayang berbeda.

Dadam Peauran Pemeintah ini diaur mekanisme konsultas pengangkatan dan
pemberhentian Sekretaris Daerah Proping  kepada Menteri Daam Negeri  dan
mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota
serta pgabat struktura esdon 1l pada Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian Dagrah Propind. Pengaturan mekanisme konsultas ini dimaksudkan
ddam rangka mewujudkan pembinaan karier Pegawa Negeri Sipil secara nasond
dan menjamin kesstaraan kuditas sumber daya manusia gparatur agar sesual dengan
persyaratan jabatan.

Ddam Perauran Pemerintah ini juga diberiken kewenangan pembinaan karier
Pegawva Negeri Spil Dagrah secara berjenjang khususnya pembinaan karier kenaikan
pangkainya Dengan demikian tetgp terdgpat hubungan yang Snergi antara
Pemerintah dengan Daerah Propins dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pada pringpnya pembinaan kenailkan pangkat dilakukan olen Pgabat Pembina
Kepegawaian ingans induk. Namun demikian, dalam ha terdgpat Pegawa Negeri
Spil yang diperbantukan di luar indand induknya, maka gginya dibebankan pada



indand yang menerima perbantuan dan pembinaan kenaikan pangkeatnya dilakukan
oleh Pgjabat Pembina Kepegawaian instans yang menerima perbantuan.

Sedangkan bagi Pegawa Negeri Spil yang dipekerjakan di luar ingang induknya,
maka gginya tetgp menjadi beban indans induknya dan pembinaan kenaikan
pangkatnya dilakukan oleh Pgabat Pembina Kepegawaan instang induknya.

Sebaga  peleksanaan  ketentuan dimaksud serta untuk  mendukung  pelaksanaan
penydenggaraan pemerintahan dan pembangunan balk di tingkat pusat maupun
degrah, perlu diatur dan ditetgpkan kembdi pgabat yang berwenang mengangkat,
memindahkan, dan memberhentiken Pegawa Negeri Spil.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawa Negeri Sipil oleh pgabat
yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang
merupakan norma, sandar, dan prosedur dadam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawa Negeri Sipil.

. PASAL DEMI PASAL

Pasd 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dadam ha pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan kesekretariatan lembaga kepresidenan, Pgabat Pembina Kepegawaiannya
adalah Sekretaris Negara Pada saat ini, kesekretariatan lembaga kepresidenan
dimaksud yaitu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden,
Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden.

Dengan ketentuan ini, maka kesskretariatan lembaga lan yang dipimpin oleh pegabat
srukturd esdon | dan bukan merupakan bagian dari  Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Depatemen, misdnya Sekretariat Jenderad Komis Pemeriksa
Kekayaan Penydenggaa Negaa dan Komis Nasond Hak Asas Manuda,
berwenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawa Negeri
Sipil di lingkungannya masing-masing.

Penjdasan ini berlaku sdlanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaan yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pesal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasa 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Gubernur ddam menggukan usul kenaikan pangkat Pegawa Negei Spil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/K ota dalam kapasitas sebagal wakil Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2).

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Gubernur ddam menetegpkan kenalkan pangkat Pegawa Negei Spil Daerah
Kabupatern/K ota adalah dalam kapasitas sebagal wakil Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasd 11

Ddam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jabatan srukturd esdon | antara lan
Sekretaris Jenderd, Direktur Jenderal, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen.

Jobatan lan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi
wewenang Presden antaralain Hakim dan Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 12

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Menteri Daam Negeri menyampaikan keputusan hasll konsultes kepada Pegabat
Pembina Kepegawvaian Dagrah Proping berdasarkan pertimbangan dari Tim yang
antara lain terdiri dari unsur Depatemen Ddam Negeri, Kantor Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan K epegawaian Negara.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukuip jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pgabat Pembina Kepegawaian Daerah Propind menyampaikan keputusan  hadl
konsultas kepada Pgabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan  Kepangkatan
Instans Daerah Proping.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ddam hd Pegawa Negei Spil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun,
maka dadam keputusan pemberhentiannya ditetepkan sekaigus pemberian pensiun
dan pensiun janda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud ddam ketentuan ini addah pemberhentian dengan
hormat atau tidak dengan hormat, antaralain karena:

a. atas permintaan sendiri;

b. meninggd dunig

c. hukumen displin;

d. perampingan organisas pemerintah;

e. menjadi anggota partai politik;



f. dipidanapenjara;

g. dinyaakan hilang;

h.  keuzuran jasmani;

i. cacat karenadinas,

J. tewas,

k. mencapa batas usa pensun.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

jelas

Huruf b

Ddam hd Pegawa Negeri Spil diberhentiken dengan hormat dengan hak pensiun,
maka dadam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian  pensiun
dan pengiun janda/ dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud daam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan

hormat atau tidak dengan hormat, antaralain karena:

a. aas permintaan sendiri;

b. hukuman digplin;

C. perampingan organisas pemerintah;

d. menjadi anggota partai palitik;

e. dipidanapenjara;

f. dinyatakan hilang;

g keuzuran jasmani.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ddam hd Pegawva Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun,
maka ddam keputusan pemberhentiannya ditetgpkan sekdigus pemberian pensun
dan pensiun janda/ dudanya.

Pemberhentian yang dimeksud ddam ketentuan ini addah pemberhentian dengan
hormat atau tidak dengan hormat, antaralain karena:

a. atas permintaan sendiri;

b. hukumen displin;

C. perampingan organisas pemerintah;

d. menjadi anggota partai politik;

e. dipidanapenjara;

f. dinyatakan hilang;

g keuzuran jasmani.

Gubernur ddam menetgpkan pemberhentian Pegawai  Negeri  Spil  Daerah
K abupatern/K ota adalah dalam kapasitas sebagal wakil Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ddam hd Pegawa Negeri Spil diberhentiken dengan hormat dengan hak pensiun,
maka dadam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian  pensiun
dan pendiun janda/ dudanya.

Pemberhentian yang dimeksud dadam ketentuan ini addah pemberhentian dengan
hormat atau tidak dengan hormat, antaralain karena:

a. atas permintaan sendiri;



hukumen displin;

perampingan organisad pemerintah;

menjadi anggota partal palitik;

dipidana penjara;

dinyatakan hilang;

g keuzuran jasmani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Ddam menetgpkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensun yang dimaksud
dalam ketentuan ini, sekaigus ditetapkan pemberian pensiun janda/dudanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jeas

Ayat (2)

Cukup jeas

Aya (3)

Hurdf a

Cukup jelas

Huruf b

Mekanisme pengawasan dan pengenddian adminidras kepega-waian dan karier
pegawa di wilayah Proping diaur lebih lanjut oleh Kepaa Badan Kepegawaan
Negara.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawal
Negeri Sipil yang ditetgpkan tidek sesua dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tidak berlaku surut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Pgabat yang diberi dedegas wewenang untuk menetegpkan  pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawa Negeri Spil yang dimaksud ddam
Peraturan Pemerintah ini, menandatangani surat keputusan tersebut  untuk  atas
namanya sendiri, tidak atas nama pegabat yang memberi delegas wewenang.

Pgjabat yang diberi delegas wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain.

Pgabat yang diberi kuasa untuk menetgpkan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawa Negeri Spil, menandatangani surat keputusan tersebut tidak
atas namanya sendiri tetepi atas nama pgabat yang berwenang pada ingans yang
bersangkutan.
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Pgabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dimaksud, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas
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